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Abstrak

Penerapan Syariat Islam di Aceh Barat melibatkan peran ulama yang berfungsi
sebagai pengawas dan pemberi pertimbangan dalam kebijakan pemerintahan dan
sosial, meskipun tanpa kedudukan eksekutif. Ulama, melalui Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU), berperan penting dalam mengarahkan
pelaksanaan syariat yang diatur dalam berbagai Qanun. Meskipun ada tantangan
dalam koordinasi antar lembaga dan resistensi masyarakat, perencanaan matang
dan sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk
memastikan penerapan syariat Islam berjalan efektif, terstruktur, dan menciptakan
kehidupan yang harmonis.

Kata kunci: Peran Ulama, Syari’at Islam, Aceh Barat

Pendahuluan

Ulama memiliki peran sentral dalam membimbing masyarakat,
khususnya dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Barat. Sejak masuknya
Islam ke Aceh, ulama telah menjadi pilar utama dalam mengawal nilai-nilai
Islam dalam kehidupan sosial dan keagamaan (Efendi, 2024). Keberadaan
mereka tidak hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai pemimpin
yang berperan dalam menyebarkan ajaran Islam serta menegakkan aturan-
aturan Syariat Islam (S. Abbas and S. Rijal, 2007:11).

Penerapan Syariat Islam di Aceh memiliki dasar hukum yang kuat,
salah satunya tertuang dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002. Dalam
pelaksanaannya, ulama berpedoman pada prinsip ijma’ dan qiyas untuk
memastikan aturan yang diterapkan sesuai dengan kaidah hukum Islam.
Mereka menjalankan peran strategis dalam menyampaikan dakwah,
memberikan pendidikan agama, serta membimbing masyarakat agar
memahami dan mengamalkan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari

(S. Abbas and S. Rijal, 2007:11).
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Bagi masyarakat Aceh, syariat Islam merupakan bagian tak
terpisahkan dari adat dan budaya, membentuk standar dalam berbagai
aspek kehidupan sehari-hari (Pradana et al., 2024). Segala aktivitas
merujuk pada ajaran Islam, meskipun terkadang dengan pemahaman yang
bervariasi. Faktor psikologis ini menjadikan penerapan syariat Islam sangat
penting, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena berperan dalam
menentukan masa depan daerah tersebut (Hamdi, 2020).

Kebijakan Syariat Islam menjadi pertimbangan utama dalam setiap
kebijakan yang berkaitan dengan Qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Aceh Barat. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berperan
sebagai lembaga yang mengoordinasikan penerapan Syariat Islam di Aceh
serta menjadi wadah berhimpunnya ulama, baik dari kalangan dayah
maupun cendekiawan. Sebagai sebuah organisasi, MPU memiliki visi, misi,
dan program kerja yang jelas, dengan peran strategis dalam mendukung
implementasi Syariat Islam. Salah satu tugas utamanya adalah memberikan
pertimbangan kepada Pemerintah Aceh Barat dan DPRA dalam merancang
Qanun (Perda) Aceh agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam
(Amiruddin, 2003).

Meskipun ulama Aceh Barat tidak memiliki kedudukan eksekutif,
peran mereka sangat penting dalam mengawal pelaksanaan Syariat [slam di
tengah masyarakat. Sejak Islam pertama kali masuk ke Aceh, yang
kemudian menjadi pintu gerbang penyebaran Islam di Nusantara dan Asia
Tenggara, ulama telah memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial
dan keagamaan. Sebagai mufti sultan, fatwa yang mereka keluarkan
memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan, di mana
keputusan-keputusan yang diambil tidak terlepas dari prinsip-prinsip
Syariat Islam (Ismawan & Misbah, 2025).

Namun, dalam penerapannya, terdapat berbagai permasalahan dan
tantangan yang dihadapi. Pertama, terdapat kendala dalam koordinasi
antara lembaga-lembaga yang terlibat, termasuk pemerintah daerah dan
MPU, yang menghadapi berbagai hambatan komunikasi serta kurangnya
sinergi. Kedua, penegakan hukum Syariat masih menghadapi resistensi dari

sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menerima
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penerapan Syariat Islam secara menyeluruh. Ketiga, keterbatasan sumber
daya, baik dari segi SDM maupun finansial, sering menjadi penghambat
dalam pelaksanaan program-program yang mendukung implementasi
Syariat Islam.

Syariat Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan
masyarakat Aceh Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji lebih dalam mengenai Dinamika Peran Ulama Aceh Barat dalam
Penerapan Syariat Islam, guna memahami lebih jauh peran ulama serta
tantangan yang dihadapi dalam upaya menegakkan Syariat Islam di wilayah

ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang
bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara holistik dan
mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mendeskripsikan
secara sistematis dinamika peran ulama dalam penerapan Syariat Islam di
Aceh Barat, termasuk tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat
diterapkan (Wijaya et al., 2025). Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk
menggambarkan kondisi aktual tetapi juga menganalisis berbagai aspek
yang memengaruhi implementasi Syariat Islam dalam masyarakat.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu
data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dengan ulama dari berbagai lembaga, seperti MPU
Aceh Barat, MPTT, serta pimpinan pesantren dan tokoh agama lainnya,
termasuk perwakilan masyarakat di Blang Beurandang. Selain itu, peneliti
melakukan observasi langsung untuk memahami praktik penerapan Syariat
Islam di berbagai lingkungan yang menjadi objek penelitian. Sementara itu,
data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal,
hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi yang mendukung kajian
ini.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik reduksi
data, penyajian data, dan verifikasi. Data yang diperoleh dari lapangan

dianalisis secara sistematis dengan cara memilah informasi yang relevan,
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menyajikannya dalam bentuk naratif yang mudah dipahami, serta menarik
kesimpulan yang kredibel berdasarkan temuan yang telah diverifikasi.
Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran
yang komprehensif mengenai peran ulama dalam penerapan Syariat Islam
di Aceh Barat serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

implementasinya..

Pembahasan/hasil
A.Sekilas Mengenai Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya dan
Aceh Jaya di utara, Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Indonesia di
selatan, Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya di timur, serta Samudera
Indonesia di barat. Secara geografis, Aceh Barat terletak pada 04°06’ -
04°47’ Lintang Utara dan 95°52’ - 96°30’ Bujur Timur, dengan luas wilayah
sekitar 2.927,95 km? (Usman, 2024).

Pada masa lalu, wilayah Aceh Barat dikenal memiliki kerajaan besar
yang berlokasi di Pasir Karam, sering disebut sebagai Kerajaan Analaboe,
Mancopa, atau Daya. Meulaboh, ibu kota Aceh Barat, memiliki pelabuhan
besar bernama Labo atau Nalabu, yang ramai disinggahi kapal asing seperti
yang dicatat oleh penjelajah William Marsden (Inggris) dan Augustin De
Beaulieu (Prancis). Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan emas
berkualitas tinggi, menarik minat pedagang internasional (Usman, 2024).
Menurut Muhammad Said seperti dikutip oleh Inayatillah (2024), pada
tahun 1799, Meulaboh (dan Aceh Barat) menjadi salah satu daerah yang
dikunjungi oleh Amerika dan Belanda untuk membeli lada selain
Tapaktuan, Singkel, Meukek, Labuhan Haji dan Kuala Batee (Inayatillah,
2024)

Saat ini, Aceh Barat memiliki sekitar 220 ribu penduduk (data 2017-
2022) dan terdiri dari 12 kecamatan, 322 gampong, serta 33 kemukiman.
Pada era kolonial Belanda, Meulaboh berfungsi sebagai keresidenan atau
afdeeling, mencakup wilayah dari Gunung Geurutee hingga Singkil,

termasuk Pulau Simeulue (Usman, 2024).
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B.Implementasi Syari’at Islam di Aceh Barat

Hukum Syari’at Islam mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan
oleh individu, kelompok, atau lembaga—baik yang berbadan hukum
maupun tidak—dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaksanaannya
didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan mencakup aspek komersial
maupun non-komersial.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan hasil nyata dari
perjuangan panjang rakyat Aceh dalam mewujudkan penerapan nilai-nilai
Islam di berbagai aspek kehidupan. Secara yuridis, dasar hukum
pelaksanaan syariat Islam ini berawal dari kewenangan khusus yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh Barat.
Kewenangan tersebut mencakup tiga bidang wutama, yaitu agama,
pendidikan, dan adat, yang menjadi bagian dari keistimewaan Aceh dalam
sistem pemerintahan di Indonesia. (Ibrahim, 2013:14).

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh mencakup tiga dimensi utama:
historis, kultural, dan yuridis. Secara sosiokultural dan historis, syariat
Islam selaras dengan kondisi masyarakat Aceh, sementara secara yuridis,
legalitasnya semakin kuat pasca-reformasi dengan terbitnya UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 44 Tahun 1999
tentang Keistimewaan Aceh. Kedua undang-undang ini memberikan
kewenangan khusus bagi daerah dalam menerapkan syariat Islam (Sukri,
2023).

Aceh Barat, sebuah kabupaten di ujung barat Pulau Sumatera,
Indonesia, dikenal dengan mayoritas penduduknya yang menganut agama
Islam. Keislaman masyarakat di daerah ini tidak hanya menjadi bagian dari
identitas budaya, tetapi juga berperan sebagai landasan dalam berbagai
aspek kehidupan sehari-hari (Efendi et al., 2024). Nilai-nilai Islam tercermin
dalam pola interaksi sosial, sistem pendidikan, hingga kebijakan yang
diterapkan di tingkat lokal, menjadikannya faktor penting dalam
membentuk karakter dan tatanan masyarakat Aceh Barat (Herman, 2024).

Tantangan utama bagi ulama Aceh Barat di negara Pancasila yang
pluralistik adalah mewujudkan syariat Islam sebagai rahmat, baik dalam

penyebaran nilai damai maupun sebagai rujukan keadilan, yang dapat
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diterima oleh semua elemen bangsa melalui legislasi maupun non-legislasi.
Inkorporasi syariah dalam hukum negara bertujuan untuk memperkuat dan
menyesuaikan hukum dalam sistem modern. Di Aceh, institusionalisasi
syariah bukan sekadar formalisasi, tetapi lebih sebagai kebutuhan dalam
pelayanan publik, terutama dalam administrasi urusan agama (Safrijal,
2024). Model manajemen syariah ini memerlukan infrastruktur resmi untuk
mengatur interaksi dan partisipasi publik, di mana kelembagaan negara
hanya dapat berfungsi efektif jika menerapkan aturan yang jelas dan

terstruktur (Ibrahim, 2021).

C.Kontribusi Ulama Aceh Barat bagi Penerapan Syariat Islam

Ulama adalah sosok yang bertugas menyebarkan ilmu pengetahuan
yang bermanfaat kepada umat, mengajarkan dan mendorong mereka untuk
mengamalkannya. Mereka berbicara kepada umat dengan
mempertimbangkan akal dan pemahaman mereka, serta membimbing
dengan cara yang disukai dan mudah dimengerti. Ulama juga senang
berinteraksi dengan masyarakat demi menyampaikan nasihat, menjalin
hubungan erat, dan mempererat persatuan hati di antara mereka
(Kahmad,2013).

Di Aceh, Ulama memiliki peran dan kontribusi yang signifikan bagi
masyarakat dari masa ke masa. Kehadiran mereka di tengah-tengah
kehidupan sosial telah mampu memberikan solusi bagi berbagai persoalan,
mulai dari aspek keagamaan hingga isu-isu sosial. Oleh karena itu,
masyarakat menempatkan ulama sebagai figur yang mulia (Paisal, J. 2021).

Selain itu, Ulama di Aceh juga memiliki peran penting sejak masa
perjuangan melawan penjajahan Belanda. Sejarah mencatat bahwa
sepanjang 1873-1904, saat perang Aceh melawan Belanda, ulama berdiri di
garis depan melawan penjajah. Gerakan ulama pada waktu itu menjadi
pendorong utama rakyat Aceh untuk berjuang, bukan hanya karena motif
mempertahankan negara, tetapi juga untuk mempertahankan ajaran Islam
dari ancaman kolonialisme (Alim, 2024).

Selain itu, ulama juga berperan dalam upaya perdamaian di Aceh,

menjaga agar kehidupan masyarakat tetap harmonis dan damai. Peran
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ulama terus berlanjut dalam mendidik masyarakat, menyebarkan ajaran
Islam, dan membentuk nilai-nilai agama serta budaya yang tak terlepas dari
syariat Islam. Mereka berkontribusi dalam membangun akhlak mulia,
menciptakan lingkungan damai, dan memberikan panduan bagi masyarakat
untuk Dbertindak sesuai dengan perintah agama. Dalam konteks
pemerintahan, wulama memiliki posisi penting, dengan diberikannya
legitimasi untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yang
menjadi mitra kerja legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam memberikan
pertimbangan yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam di Aceh (Ali,
2024).

Pada akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 M, terdapat
beberapa ulama yang dikenal dalam pemerintahan Kesultanan Aceh
Darussalam. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar dalam
menerapkan syariat Islam, tetapi juga menjadi panutan bagi masyarakat
Aceh, khususnya di wilayah Aceh Barat (Paisal, J. 2021)

Di Aceh Barat sendiri, peran ulama paling sentral dimainkan oleh
Majelis Permusyawaratan Ulama. MPU Aceh Barat terdiri dari ulama dan
cendekiawan Muslim. Ulama adalah tokoh panutan dengan pemahaman
mendalam tentang ajaran Islam, sementara cendekiawan Muslim adalah
ilmuwan yang memiliki keahlian khusus dan menerapkan nilai moral serta
ajaran Islam.

Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 , maka dapat dinyatakan
fungsi MPU di Aceh Barat diantaranya yaitu memberikan pertimbangan
terhadap kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi,
sosial, budaya, dan kemasyarakatan, serta memberikan nasihat dan
bimbingan terkait kehidupan masyarakat sesuai ajaran Islam. Berdasarkan
Pasal 5, MPU memiliki kewenangan untuk memberikan arahan mengenai
perbedaan pendapat dalam bidang keagamaan baik di kalangan umat Islam
maupun antar agama. Pasal 6 menyebutkan tugas MPU, yang meliputi
memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh
dan DPRA dalam merumuskan kebijakan syariat Islam, melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan daerah

berbasis  syariat Islam, melakukan  penelitian, pengembangan,
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penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian ajaran Islam, serta
mengkoordinasikan kegiatan ulama.

Mahdi Kari Usman, Ketua MPU Aceh Barat menyebutkan bahwa
penerapan syariat Islam di Aceh terjadi karena tuntutan masyarakat Aceh
yang menjunjung tinggi ajaran Islam. Selanjutnya, penerapan tersebut
diatur dalam Qanun-Qanun yang mencakup aturan kehidupan masyarakat
Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Para ulama di MPU
umumnya membentuk komite untuk menyampaikan pemahaman mengenai
penerapan syariat Islam kepada masyarakat, serta melakukan pendekatan
aktif melalui dakwah dan syiar, baik secara langsung maupun melalui
platform daring (Wawancara 20 Mei 2024).

Sedangkan Muhammad Munawar selaku pengurus Majelis Pengkajian
Tauhid Tasawuf Aceh Barat menyebut bahwa Syariat Islam telah diterapkan
di Aceh sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yakni pada masa
pemerintahan Raja Iskandar Muda. Penerapan ini berlanjut setelah
kemerdekaan, pada masa Orde Baru, Reformasi, hingga sekarang. Acuan
utama ulama Aceh Barat dalam melaksanakan syariat [slam adalah ijma’
dan qiyas (Wawancara 29 Mei 2024).

Abi Suaidi, pimpinan Dayah Alhamdullillah menyebut bahwa
kedudukan ulama bukan sebagai eksekutif, namun ulama Aceh berperan
sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam
kehidupan masyarakat. Mereka yang menjadi panutan utama di Aceh
bertanggung jawab untuk memastikan penerapan syariat Islam sesuai
dengan nilai-nilai agama, dan harus memperhatikan Qanun Aceh sesuai
dengan ajaran Islam. Selain itu proses penerapan syariat Islam memerlukan
perencanaan yang matang terlebih dahulu, agar pelaksanaannya berjalan
jelas tanpa ambiguitas. Pendekatan dilakukan melalui majelis pengajian,
ceramah, dan taktik syariat dalam penerapan syariat Islam tersebut.
(Wawancara 28 Mei 2024).

Abdurrahman Ahmad sebagai salah satu anggota MPU Aceh Barat
menyebutkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh terjadi karena
tuntutan masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran Islam, yang kemudian

diatur dalam Qanun-Qanun yang mencakup aturan kehidupan masyarakat
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Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebelum proses
penerapan, diperlukan perencanaan yang matang agar pelaksanaannya
tidak ambigu. Pendekatan dilakukan melalui majelis pengajian, ceramabh,
dan taktik syariat dalam penerapan syariat Islam. (Wawancara 28 Mei
2024).

Abiya Mutawalli sebagai pimpinan Pesantren Serambi Mekah
menyebutkan bahwa perencanaan penerapan sangat diperlukan agar
pelaksanaannya tidak ambigu. Dengan adanya rencana yang jelas, proses
penerapan dapat berjalan lancar. Contohnya, dalam praktik syariat Islam,
perencanaan yang baik sangat penting untuk memastikan penerapannya
sesuai dan tidak dilakukan secara sembarangan. Hal ini juga
memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga
terkait, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada
prinsip dan kaidah yang benar. Dengan perencanaan yang matang,
penerapan syariat Islam dapat menciptakan kehidupan yang lebih teratur

dan harmoni di masyarakat (Wawancara 28 Mei 2024).

Kesimpulan

Ulama memegang peranan penting dalam masyarakat Aceh, dengan
tugas wutama menyebarkan ilmu agama, memberikan nasihat, dan
membimbing umat agar dapat mengamalkan ajaran Islam secara tepat dan
mudah dipahami. Sejak masa perjuangan melawan penjajahan Belanda,
ulama telah menjadi tokoh sentral dalam memimpin perlawanan serta
mempertahankan ajaran Islam. Selain itu, mereka juga berperan dalam
menjaga perdamaian dan keharmonisan di Aceh, serta mendidik
masyarakat dengan nilai-nilai agama yang mendalam. Dalam konteks
pemerintahan, ulama di Aceh Barat diwakili oleh Majelis Permusyawaratan
Ulama (MPU) yang bertugas memberikan pertimbangan terkait kebijakan
pemerintahan, pembangunan, serta kebijakan yang berbasis syariat Islam.
MPU juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariat
Islam di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Penerapan syariat Islam di Aceh adalah respons terhadap tuntutan

masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran Islam, yang dituangkan dalam
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berbagai Qanun yang mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun ulama tidak berperan sebagai
eksekutif, mereka memainkan peran yang sangat penting dalam mengawasi
dan mengarahkan pelaksanaan syariat Islam melalui dakwah, pengajian,
dan ceramah, baik secara langsung maupun daring. Selain itu, perencanaan
yang matang menjadi kunci untuk memastikan penerapan syariat Islam
berjalan dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Perencanaan yang baik
membantu menghindari kesalahan dalam penerapan, menjamin kesesuaian
dengan nilai-nilai agama, serta meningkatkan koordinasi antara lembaga
terkait untuk menciptakan masyarakat yang lebih teratur dan harmonis.

Aceh Barat, terletak di ujung barat Pulau Sumatera, memiliki sejarah
panjang, termasuk kerajaan besar di Pasir Karam dan pelabuhan Meulaboh
yang menjadi pusat perdagangan internasional. Dengan sekitar 220 ribu
penduduk yang tersebar di 12 kecamatan dan 322 gampong, Aceh Barat
terus menerapkan syariat Islam sebagai bagian integral dari kehidupan
sosialnya. Pelaksanaan syariat Islam ini dimulai dari perjuangan panjang
rakyat Aceh dan didasarkan pada kewenangan khusus yang diberikan oleh
pemerintah pusat dalam bidang agama, pendidikan, dan adat. Secara
historis, kultural, dan yuridis, penerapan syariat Islam semakin diperkuat
dengan adanya undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Aceh
untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan
hukum. Meskipun menghadapi tantangan di negara yang pluralistik,
penerapan syariat Islam bertujuan untuk memperkuat keadilan dan
kedamaian di masyarakat Aceh Barat dan memerlukan infrastruktur resmi
agar dapat berjalan efektif dalam sistem pemerintahan yang ada.

Ulama Aceh Barat memainkan peran utama dalam penerapan syariat
Islam, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari adat dan budaya
masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk menyebarkan ajaran Islam,
menegakkan aturan syariat, serta memberikan bimbingan kepada
masyarakat agar dapat mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan
sehari-hari. Meskipun tidak memiliki kedudukan eksekutif, ulama memiliki
peran penting dalam mengawal pelaksanaan syariat Islam, berpedoman

pada prinsip ijma’ dan qiyas, serta memberikan pertimbangan dalam
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pembuatan Qanun Aceh. Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama
(MPU) sebagai lembaga yang mengoordinasikan penerapan syariat Islam
sangat vital. Namun, terdapat tantangan dalam koordinasi antar lembaga,
penegakan hukum yang masih menghadapi resistensi masyarakat, serta
keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih
dalam dinamika peran ulama dalam menghadapi tantangan tersebut serta
pentingnya penerapan syariat Islam di Aceh Barat.

Sebagai rekomendasi, penting untuk terus memperkuat sinergi
antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam penerapan syariat Islam
di Aceh Barat. Pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas dan
infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam,
termasuk dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Selain itu, ulama
perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitas dakwah mereka, dengan
pendekatan yang lebih inklusif dan memahami keragaman pemahaman
masyarakat. Koordinasi antar lembaga juga perlu diperkuat agar tidak ada
tumpang tindih dalam kebijakan atau pelaksanaan program, serta untuk
mengurangi resistensi dari sebagian masyarakat terhadap penerapan syariat
Islam. Dengan upaya bersama ini, diharapkan penerapan syariat Islam di
Aceh Barat dapat berjalan dengan lebih efektif, menghasilkan kehidupan
yang harmonis, dan menjadi teladan bagi daerah lain dalam penerapan

nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial.
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